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PENETAPAN
Nomor 0165/Pdt.P/2018/PA.Sub

a,)l ol all st

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili

perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut,
dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Tajudin bin Saide, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD,

bukti di

L]
DUDUK PERKARAS x
| L
R Pem‘e‘l@nﬁggﬂg ___gdrat f! ohongfinya tanggal 18
September 2018, 3 ' panit *

.' far di Kepaniteraan
Besar dengan :

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 9,para Pemohon melangsungkan
pernikahan menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Hukum Kantor

Urusan Agama Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus Duda, dan

Pemohon Il berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali
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nikah Ayah Kandung Pemohon Il bernama Mustar, dan dihadiri saksi nikah
diantaranya masing-masing bernama: Samsul dan Nuardi dengan mas

kawin berupa cincin emas 2 gram yang dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum

Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana

akte kelahiran ageK, yan me%lukan pelgté X an nikah;
b o : -
7. Bahwa Pemohon L ng yaﬁ@"fl’d%r"k mangj igiin) dari bukti berupa

!

Surat Keterangan Ba.Nom A% i HABJI/IX/2018 tanggal 18
September 2018 vya iR kA Kg#hla Desa Labuhan Jambu
Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa, dan karenanya Penggugat mohon
dibebaskan dari biaya perkara;
8. Pemohon dalam keadaan miskin dan mohon diijinkan berpekara secara
cuma-cuma (Prodeo)
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
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2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | Tajuddin Bin Saide dengan
Pemohon 1l Basseria Binti Mustar yang dilaksanakan pada tanggal 04

Oktober 2009 di Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan
(Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Tarano Kabupaten Sumbawa
4. Membebaskan para Pemohon dari semua biaya perkara;

SUBSIDER

Bahwa u ersingkat penetap?ﬂ ini, dfita Acara Sidang

: ba

perkara ini ditunjukig gié\fr;y
N i

IMBANGAN HUK]

ang tak térgisahflan darfpenetapan ini;
% g ?Fﬁw _ p

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon meskipun telah
dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil’lkuasanya, serta tidak ternyata
bahwa tidak hadirnya disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasar
pasal 148 RBg, permohonan para Pemohon dinyatakan gugur dan biaya
perkara ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar Tahun
Anggaran 2018 sesuai Penetapan Nomor 0165/Pdt.P/2018/PASub tanggal 27
September 2018;
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Memperhatikan, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang

berkaitan dengan perkara ini ;
MENETAPKAN
1. Menggugurkan permohonan para Pemohon;

2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa
Besar Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh
ribu rupiah); i

Demikian, pe )atdfanggal 12 Oktober
2018 Masehi bertg atas - E p : {0 H, oleh Majelis

Hakim Pengadildy &\ fla Su

S.H. M.E.I,,
Kartika Sri Roha
diucapkan dalamy

Pemohon;

Hakim Anggota,

H. Ahmad Gani, S.H. . Akhmad Junaedi, S.H.

H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.

Panitera,

Kartika Sri Rohana,S.H.
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Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : -
Rp.

2. Proses : 50.000,-
Rp.

3. Panggilan : 294.000,-
Rp.

4. Redaksi : -

5. Meterai 6.000,-

Jumlah 350.000,-
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